BAB YV

KESIMPULAN

United Nations Development Programme (UNDP) sebagai bagian dari
organisasi PBB yang bergerak dalam bidang pembangunan tengah menjalankan
program negaranya yang kelima di Rwanda saat genosida tahun 1994 terjadi.
Semenjak konflik tahun 1994 tersebut, program pembangunan UNDP di Rwanda
berfokus untuk merekonstruksi dan mengupayakan rekonsiliasi di negara tersebut.
Berakhirnya konflik menyisakan permasalahan besar yang harus ditangani oleh
pemerintah Rwanda, baik dalam tatanan ekonomi, sosial, maupun politik. Institusi
pemerintahan melemah dan sistem pengadilan Rwanda menghadapi beban yang
berat, dengan menumpuknya kasus genosida dan kurangnya personel hukum.
Tugas untuk memastikan keamanan dan memenuhi hak asasi manusia seluruh
masyarakatnya pun perlu diperhatikan oleh Rwanda untuk mencegah terjadinya
konflik kembali dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintahnya.

UNDP mengatakan bahwa pemerintahan yang kuat dan efektif merupakan
elemen yang esensial dalam pembangunan. Untuk membangun negara yang stabil,
khususnya pasca konflik, pemerintah perlu membangun keselamatan dan
keamanan, memperkuat pemerintahan konstitusional, memulihkan pelayanan, dan
memperkuat organisasi keadilan dan rekonsiliasi. Untuk itu, pemerintah yang
menjunjung terwujudnya good governance menjadi fondasi yang penting bagi

proses pembangunan, termasuk bagi Rwanda. Rwanda pun menyampaikan

103



komitmennya untuk mewujudkan good governance dan menuangkannya pada
Konstitusi 2003, Vision 2020, serta EDPRS. Berdasarkan pemahaman itu, UNDP
hadir di Rwanda untuk membantu negara tersebut mewujudkan good governance.

UNDP hadir di Rwanda dengan membawa program-program terkait good
governance, salah satunya dengan membantu pemerintah Rwanda
mengimplementasikan aspek-aspek hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan
gender yang merupakan aspek-aspek penting dalam pelaksanaan good
governance. Implementasi aspek-aspek tersebut menjadi outcome 2.2 dari United
Nations Development Assistance Plan (UNDAP) untuk Rwanda, yang terwujud
ke dalam dua buah program yang saling berkelanjutan, dijalankan dalam kurun
waktu sepuluh tahun. Program-program tersebut adalah Support to Access to
Justice for All, the foundation for good governance and poverty reduction (A2J,
2008—2013) dan The Joint Programme on Promoting Access to Justice, Human
Rights and Peace Consolidation (A2J JP,2013—2018).

Permasalahan dalam implementasi program tersebut (begitu pula dengan
program-program pembangunan lainnya) adalah bahwa keberlanjutan program
merupakan tantangan yang harus diatasi. Keberlanjutan program tersebut berarti
meskipun program telah selesai dan bantuan tidak lagi diberikan, hasil dari
program tersebut harus tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam waktu
panjang. UNDP pun mengakui adanya tantangan ini dalam implementasi
programnya. Perwujudan good governance di Rwanda perlu terus berlanjut
meskipun program pembangunan dengan segala bantuan teknis, dana, dan jenis

bantuan lainnya telah rampung. Permasalahan itulah yang membawa penulis pada
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pertanyaan penelitian, ‘“Bagaimana upaya UNDP dalam memastikan
keberlanjutan program untuk membantu mewujudkan good governance di
Rwanda?”.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan kerangka
outcome evaluation dari Independent Evaluation Office UNDP sebagai kerangka
utama. Kerangka tersebut digunakan karena upaya UNDP untuk mencapai hasil
memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan program. Oleh karena itu, analisis
dilakukan dengan melihat perbedaan upaya dalam dua program yang dijalankan
oleh UNDP melalui kerangka tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan
kerangka peran dan fungsi organisasi internasional untuk melihat jenis-jenis
upaya yang dilakukan oleh UNDP dalam program.

Kerangka outcome evaluation terdiri dari tiga poin. Poin pertama dari
kerangka tersebut adalah adanya faktor di luar kendali UNDP yang berpengaruh
terhadap pencapaian hasil. Poin ini digunakan penulis untuk melihat upaya UNDP
dalam memanfaatkan faktor tersebut, sehingga menjadi faktor pendukung yang
berkontribusi terhadap pencapaian hasil dan keberlanjutan program. Poin kedua
adalah kontribusi UNDP itu sendiri terhadap pencapaian hasil dan poin terakhir
adalah strategi kerja sama yang dilakukan oleh UNDP dalam kedua program.

Melalui analisis menggunakan kerangka-kerangka di atas, penulis
menemukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh UNDP dalam program
berbentuk pemberian bantuan teknis, alokasi sumber daya, pengumpulan dan
penyebaran informasi, serta pengawasan pemenuhan aturan. Pemberian bantuan

teknis merupakan aktivitas yang paling kentara di dalam kedua program. Hasil
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yang ditemukan terkait upaya UNDP dalam memastikan keberlanjutan program
adalah bahwa UNDP telah memanfaatkan faktor pendukung, melaksanakan
intervensi yang sesuai dan efektif, serta melakukan strategi kerja sama yang juga
sesuai dan efektif. Hasil tersebut didapatkan setelah membahas perbedaan upaya-
upaya yang dilakukan oleh UNDP pada program pertama dan kedua
menggunakan kerangka di atas.

Pemanfaatan faktor pendukung dilakukan oleh UNDP dengan
memanfaatkan komitmen Rwanda untuk mewujudkan good governance. UNDP
menyelaraskan programnya dengan rencana strategis pemerintah Rwanda yang
dituangkan dalam EDPRS, sehingga outcome dan aktivitas yang dilakukan sesuai
dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh pemerintah Rwanda itu sendiri.
Penyelarasan program dengan rencana strategis Rwanda meningkatkan rasa
kepemilikan Rwanda terhadap program dan pencapaian hasilnya. Dengan begitu,
Rwanda memiliki motivasi untuk menjaga dan mempertahankan hasil yang telah
dicapai dalam program meskipun program telah selesai.

Upaya kedua yang dilakukan oleh UNDP untuk memastikan keberlanjutan
program adalah dengan melaksanakan intervensi yang sesuai dan efektif. Analisis
menghasilkan pemahaman bahwa pada program kedua, upaya yang digunakan
oleh UNDP lebih mendetail dibandingkan pada program pertama. UNDP lebih
banyak menekankan isu kesetaraan gender dan hak anak sebagai salah satu
kelompok rentan, sehingga tujuan UNDP untuk mengimplementasikan hak asasi
manusia, keadilan, dan kesetaraan gender dapat tercapai secara lebih menyeluruh.

Aktivitas bantuan teknis pun lebih banyak dilakukan sehingga berpengaruh secara
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langsung terhadap kemampuan dan pengetahuan institusi serta personel dalam
menjalankan fungsinya. Kemampuan tersebut akan berdampak positif terhadap
keberlanjutan hasil dari program karena baik institusi maupun personel institusi
tersebut memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsinya dengan lebih baik
setelah program selesai.

Hasil terakhir yang ditemukan melalui analisis adalah bahwa UNDP
melakukan strategi kemitraan yang sesuai dan efektif yang dapat berkontribusi
terhadap keberlanjutan program. Pada program kedua, UNDP bekerja sama
dengan UNICEF, UN Women, dan UNHCHR untuk membantu pencapaian
outcome. Melalui kerja sama tersebut, hasil yang diinginkan dapat tercapai lebih
baik karena dibantu oleh organisasi yang bergerak di bidang terkait. Selain itu,
UNDP memperbanyak mitra pelaksana untuk turut membantu pemerintah
Rwanda mewujudkan good governance. Banyaknya mitra pelaksana, juga dengan
adanya keterlibatan organisasi masyarakat sipil, dapat meningkatkan rasa
kepemilikan pemerintah Rwanda secara keseluruhan terhadap hasil yang dicapai.
Hasil tersebut dirasakan oleh lebih banyak aktor, sehingga upaya
mempertahankan hasil setelah program selesai tidak hanya menjadi tanggung

jawab satu institusi saja.
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